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PUTUSAN

Nomor  1194/Pdt.G/2018/PA.Kis.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Kisaran  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara:

Penggugat,  umur  24  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMP,  pekerjaan

Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat

tinggal  di  Kabupaten  Batu  Bara  Provinsi  Sumatera  Utara,

sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat,  umur  27  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMA,  pekerjaan

Wiraswasta,   kewarganegaraan Indonesia,  tempat  tinggal  di

Kabupaten  Batu  Bara  Provinsi  Sumatera  Utara,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah  mendengar  keterangan  pihak  Penggugat  dan  saksi-saksi  di

depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat  dalam surat  gugatannya tertanggal  02 Nopember

2018  yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Kisaran,  dengan

Register  Nomor  1194/Pdt.G/2018/PA.Kis.  tanggal  02  Nopember  2018,  yang

isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada

tanggal 27 Agustus 2012 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

660/32/VIII/ 2012 yang dikeluarkan oleh  Kepala  Kantor  Urusan Agama

Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara, tanggal 27 Agustus 2012;
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2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tinggal

bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat selama 3 (Tiga)

tahun dan bertempat tinggal  terakhir  di  Dusun III  Desa Sumber Makmur

Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.

3. Bahwa selama menikah  Penggugat  dan  Tergugat  telah  bergaul  sebagai

suami  istri  (ba'da  dukhul),  telah  di  karuniai  1  (Satu)  orang  anak   yang

bernama ; 

1. Anak kandung I berumur 5 Tahun

4. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan damai,  namun sejak   Bulan Agustus  Tahun 2016 selalu  saja

terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  penggugat  dan  Tergugat

disebabkan ;

1. Sudah tidak ada Kecocokan dalam Rumah Tangga; 

2. Sudah berpisah selama 3 (Tiga) Tahun dan tidak memberikan nafkah

secara lahir dan batin; 

5. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat  terjadi  pada  Awal  bulan  Agustus  tahun  2016  Tergugat  pergi

Merantau  ke  daerah  Jambi  selama  merantau  Tergugat  tidak  pernah

memberikan  kabar  kepada  Penggugat  bahkan  tidak  bertanggung  jawab

kepada Keluarga yang telah  di bentuk bersama Tergugat, Namun Tergugat

selama diperantauan telah menikah dengan wanita  lain,  dan kembali  ke

rumah orang tua Tergugat di Kota Lima Puluh;.  

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi bersama

karena Tergugat telah tinggal bersama orang tuanya ;

7. Bahwa Pihak Keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak

berhasil  karena  Penggugat  tetap  pada  prinsip  untuk  bercerai  karena

Tergugat sudah tidak mempunyai i’tikad baik lagi untuk menjalan kehidupan

rumah tangga;

8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

9. Bahwa berdsarakan dalil-dalil  diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat

untuk  mengajukan  gugatan  ini  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19

huruf f peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
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mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Kelas I B kiranya

berkenan menerima perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai

berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  Tergugat   terhadap

Penggugat Penggugat;

3. Memebankan biaya perkara menurut Hukum;

 Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditentukan  Penggugat  dan

Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap

panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan

Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap,

meskipun  kepadanya  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan

ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan  Penggugat dengan

cara  menasehati  namun  tidak  berhasil  karena  penggugat  tetap  dalam

pendiriannya  untuk  melakukan  perceraian,  oleh  karena  Tergugat  tidak  hadir

dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa  upaya  damai  dari  Majelis  tidak  berhasil,  maka  perkara  ini

diperiksa  tanpa  hadirnya  Tergugat  dilanjutkan   membacakan  gugatan

Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa,  karena  Tergugat  tidak  hadir,  maka  tidak  dapat  didengar

jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya  Penggugat  telah

mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A.   BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 660/32/VIII/ 2012 yang

dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Lima  Puluh  Kabupaten  Batu  Bara,  Kabupaten  Asahan,

tanggal 27 Agustus 2012 bermeterai cukup dan sudah dicocokan dengan
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aslinya  ternyata  cocok dengan aslinya  dan  oleh  Majelis  Hakim diberi

tanda bukti P;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat

telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B.   BUKTI SAKSI-SAKSI

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan

ibu  rumah  tangga,  tempat  tinggal  di  Kabupaten  Batu  Bara.,  dibawah

sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ibu kandung

Penggugat.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

saksi selama tiga tahun kemudian berpindah ke rumah kontrakan.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa  pada  awalnya,  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

rukun dan harmonis, tetapi sejak dua tahun yang lalu Penggugat dan

Tergugat sering bertengkar.

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena

Tergugat pergi merantau setelah pulang dari merantau Tergugat pulang

ke rumah Penggugat dan Tergugat dan membawa isteri barunya.

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  langsung

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  sejak  dua

tahun yang lalu Penggugat pulang ke rumah saksi.

- Bahwa  saksi  sudah  sering  menasihati  dan  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat bahkan dengan pihak keluarga Tergugat, tetapi

tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berubah.
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- Bahwa  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  menasihati  dan

mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Atas  keterangan  saksi  tersebut,  Penggugat  menerimanya  dan  tidak

mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat

tinggal di Kabupaten Batu Bara., dibawah sumpahnya telah memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  hubungan  saksi  dengan  Penggugat  sebagai  tetangga

Penggugat.

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Penggugat selama tiga tahun dan terakhir bertempat tinggal di

rumah kontrakan.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak.

- Bahwa  pada  awalnya,  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

rukun dan harmonis,  tetapi sejak tiga tahun yang lalu Penggugat dan

Tergugat sering bertengkar.

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena

Tergugat pergi merantau setelah pulang dari merantau Tergugat pulang

kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dengan membawa

isteri baru.

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  langsung

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pisah  rumah  sejak  dua

tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya.

- Bahwa  saksi  sudah  sering  menasihati  dan  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat bahkan dengan pihak keluarga Tergugat, tetapi

tidak berhasil karena Tergugat tetap tidak mau berubah.

- Bahwa  saksi  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  menasihati  dan

mendamaikan Penggugat dan Tergugat.
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Atas  keterangan  saksi  tersebut  Penggugat  menerimanya  dan  tidak

mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan

dan  menyampaikan  kesimpulan  secara  lisan  bahwa  Penggugat  tetap  pada

gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  guna  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka  hal-hal  yang

termuat  dalam  Berita  Acara  Sidang  dipandang  sebagai  bagian  yang  tidak

terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  pada

pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang

Perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  49 ayat  (1)  huruf  a   Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan  kedua dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Pengadilan  Agama  berwenang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  beragama  Islam  dan

perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu

berdasarkan Pasal Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai

legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara

resmi  dan  patut  tidak  datang  menghadap  di  depan  persidangan  dan  tidak

menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak

disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat  beralasan

dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil  secara resmi dan

patut  tetapi  tidak datang menghadap di  persidangan harus dinyatakan tidak
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hadir,  dan  sesuai  dengan  Pasal  149  ayat  (1)  RBg maka  perkara  ini  dapat

diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati

Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali  dalam rumah tangganya

dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan dan oleh karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Peraturan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  pokok  gugatan  Penggugat  adalah

antara Penggugat dan Tergugat  sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran

sejak  bulan  Agustus  tahun 2016 disebabkan Tergugat  tidak  peduli  terhadap

keluarga, Tergugat tidak memberi  nafkah, Tergugat selingkuh dengan wanita

lain bahkan sudah menikah dengan perempuan tersebut,  dan sejak Agustus

tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang,  bahwa Tergugat  tidak  memberikan  jawaban  karena tidak

hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk

hadir,  sehingga dengan ketidakhadiran  Tergugat  untuk  memberikan jawaban

atas  gugatan  Penggugat  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  Tergugat  tidak

membantah alasan-alasan gugatan Penggugat; 

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan

gugatan  Penggugat,  karena  perkara  ini  tetang  perceraian  yang  didasarkan

ketentuan pasal 19 huruf  f  Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan

Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka untuk meyakinkan Majelis Hakim

akan  kebenaran  gugatan  Penggugat  maka  Majelis  Hakim tetap  membebani

wajib  bukti  kepada   Penggugat  sebagaimana  ketentuan  Pasal  283  Rbg  jo.

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

  Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya

Penggugat  mengajukan  bukti  tertulis  P,  dan  dua  orang  saksi  yang  akan

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  bukti  P  Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

660/32/VIII/ 2012, yang dikeluarkan tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan

oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokan dengan

aslinya oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan
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mengikat, dan berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan

Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai; 

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keduanya

merupakan orang dekat Penggugat sebagaimana memenuhi ketentuan Pasal

22 ayat  (2)  Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menjelaskan latar

belakang  bagaimana  ia  tahu  tentang  apa  yang  diterangkannya  dan

berdasarkan  pengetahuannya  sendiri  dan  bersesuaian  satu  sama  lainnya,

sesuai maka berdasarkan pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 Rbg  keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan jika dihubungkan dengan

bukti  P dan keterangan saksi-saksi di  atas, maka ditemukan beberapa fakta

hukum yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak  tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah

terikat sebagai suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai 1 orang anak

serta belum pernah bercerai;

- Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan

harmonis  namun  sejak  bulan  Agustus  tahun  2016 setelah  menikah

sering bertengkar dengan penyebab seperti diuraikan di atas;

- Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  semakin  lama  semakin

memuncak dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal

sejak bulan Agustus tahun 2016 yang lalu;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  pernah  dirukunkan  pihak

keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

berpendapat  dalil-dalil  dan  alasan  gugatan  Penggugat  telah  terbukti

kebenarannya,  dengan  demikian  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

dipandang  telah  sampai  pada  kondisi  pecah  yang  sudah  sulit  untuk

disatukan  serta  tidak  ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina

rumah tangga;
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Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat  dan Tergugat

dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat  telah pisah tempat tinggal dengan

Tergugat  selama  kurang  lebih  2  tahun  lamanya serta  upaya  damai  yang

dilakukan baik  oleh  Majelis  Hakim selama pemeriksaan perkara ini  maupun

oleh  pihak keluarga, tetapi tidak berhasil  dan Penggugat menyatakan tetap

pada gugatannya dengan demikian hal tersebut  merupakan  indikasi  bahwa

antara Penggugat  dan Tergugat  sudah sangat sukar untuk disatukan serta

tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai

mana disebutkan dalam Pasal  39 ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974;

Menimbang, bahwa disyari'atkan permikahan sebagai mitsaqon gholidon

mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga

yang sakinah, mawaddah dan rahmah  sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an

Surat Ar- Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3

Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat tersebut,  maka  tujuan  pernikahan  sulit  diwujudkan  sehingga

perceraian bagi keduanya merupakan solusi untuk mengakhiri kemelut rumah

tangga;

Menimbang,  bahwa  atas  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  diatas

dan berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, juncto Pasal 149 RBg. Maka

majelis  hakim  berpendapat  bahwa  gugatan  Penggugat  telah  terbukti  dan

beralasan  hukum,  oleh  karenanya  dapat  dikabulkan  dan  diputus  dengan

menjatuhkan  talak  satu  bain  sughro  Tergugat  terhadap  Penggugat  sesuai

dengan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  89  ayat  (1)  Undang-undang

Nomor  7  Tahun  1989,  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50

tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  maka  semua  biaya  perkara  ini

dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat  segala  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

hukum syara’ yang berkitan dengan perkara ini ;
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M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

4. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp531000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu  rupiah);

 Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim  Pengadilan  Agama Kisaran  pada  hari  Selasa,  tanggal  18  Desember

2018 Masehi,  bertepatan dengan tanggal  10 Rabiulakhir  1440 Hijriyah,  oleh

kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.Hi dan

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH,, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan

mana diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh

Rosmintaito,  SH  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

                                           Ketua Majelis

                                              Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

              

                Hakim Anggota                                           Hakim Anggota

               Mhd. Ghozali, S.Hi                                 Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

                                              Panitera Pengganti
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                                                   Rosmintaito, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran      : Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses              : Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan         : Rp. 440.000,00

4. Biaya Redaksi            : Rp.   5.000,00

5. Biaya Materai                 :                Rp.                 6.000,00

   Jumlah                        : Rp. 531.000,00 

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
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